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Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang kekuatan 
mengikat putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman, pokok masalah tersebut 
selanjutnya di- Breakdown ke dalam dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana 
Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman berdasarkan P.O No. 31 
Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus, dan 2) Bagaimana 
Upaya Hukum Terhadap Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman berdasarkan P.O 
No. 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis 
kekuatan mengikat putusan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman berdasarkan P.O No. 
31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus, 2) 
mendeskripsikan upaya hukum terhadap putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman 
berdasarkan P.O No. 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi 
Khusus.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan 
pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan data dengan cara pustaka atau 
Legal Research dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. 
Setelah mengadakan pengkajian terhadap berbagai sumber, hasil penelitian 
menunjukan bahwa putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman ini hampir sama dengan 
rekomendasi yang diterbitkan oleh Ombudsman yang hanya mengikat secara moral 
(moral binding) bagi para pihak, sedangkan berdasarkan Peraturan Ombudsman No. 





mengikat serta wajib dilaksanakan oleh Terlapor. Adapun dalam Peraturan 
Ombudsman ini tidak terdapat pasal atau penjelasan mengenai upaya hukum yang 
dapat ditempuh oleh pihak bersengketa terhadap putusan Ajudikasi Khususyang 
diterbitkan oleh Ombudsman. 
Pengkajian lebih lanjut terhadap Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 
2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus ini sangat dibutuhkan 
demi tercapainya tujuan dari pembentukan peraturan tersebut. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Konstitusi Indonesia pascaamandemen dapat dikatakan sebagai konstitusi 
yang kombinatif karena mampu mengakomodasikan keragaman hukum 
Indonesia.keragaman hukum di Indonesia dapat dilihat dari diakomodasikannya tiga 
nilai baru dalam konstitusi yakni nilai agama, nilai budaya, dan nilai kemanusiaan 
(hak asasi manusia). Ketiga nilai dasar itu diatur secara berdampingan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Hukum hanya mungkin berlaku efektif dalam masyarakat apabila hukum itu 
mencerminkan nilai-nilai yang secara filosofi diyakini kebenarannya oleh masyarakat 
tempat hukum itu diberlakukan. Apabila ada produk hukum yang tidak sejalan atau 
bertentangan dengan nilai-nilai filosofis yang diyakini kebenarannya oleh bangsa 
Indonesia konsekuensinya, hukum itu pasti tidak akan bisa dilaksanakan sebagaimana 
seharusnya hukum itu berlaku. Bahkan, mungkin hal itu akan menjadi pemicu 
pertentangan antara rakyat dan penguasa.1 
Salah satu tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.Makna yang 
terkandung dari amanat tersebut bahwa negara berkewajiban dalam memenuhi 
 





kebutuhan masyarakatnya melalui system pemerintahan yang mampu mendukung 
terciptanya suatu penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. 
Setiap warga negara berhak atas tuntutan pemenuhan tanggung jawab negara 
dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta 
dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan turut aktif dalam 
pergaulan dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 
sosial. Keempat tujuan itu tidak hanya bersifat kolektif, tetapi juga bersifat individual 
bagi setiap warga negara Indonesia.2 
Sangat penting dalam suatu negara memiliki system pemerintahan yang baik 
(Good Governance) demi terwujudnya cita-cita bangsa dalam proses 
penyelenggaraan negara. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu Asas Kepastian 
Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas 
Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas.3 
Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas.Subtansi dari asas 
legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat 
administrasi berdasarkan undang-undang.Tanpa dasar undang-undang, badan/pejabat 
administrasi negara tidak berwenang melakukan tindakan yang dapat mengubah atau 
memengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.4 
 
2Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 
h.365 
3Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 241 





Hakikat Good Governanceadalah suatu manajemen pembangunan yang 
diharapkan mampu sebagai prasyarat penting bagi kokohnya bangunan negara dan 
bangsa yang berorientasi pada tercapainya tujuan dan cita-cita ideal 
yaknikesejahteraan masyarakat.5Good Governance dalam  pencapaiannya harus 
didukung oleh public service sebagai orientasi dalam penyelanggaraan pelayanan. 
Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam  pencapaian tujuan  pemerintahan 
yang baik. 
Seperti yang Bob Sugeng Hadiwinata sampaikan bahwa asumsi dasar good 
governance semestinya menciptakan sinergi antara sektor pemerintahan 
(menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda 
perekonomian), dan sektor civil society. 
Adapun prinsip dasar bagi terciptanyagood governance meliputi, 
partisipatoris, rule of law, transparansi, responsiveness, konsensus, persamaan hak, 
efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.6 
Berbicara tentang pelayanan selalu berkaitan dengan dua sisi, yaitu yang 
memberi pelayanan (provider) dan yang menerima pelayanan 
(masyarakat).Pelayanan (service) oleh banyak ahli tentang kualitas pelayanan 
didefenisikan sebagai suatu perbuatan (deed), suatu kinerja (performance) atau suatu  
usaha (effort) . Adapun konsep kualitas pelayanan (service quality) berdasarkan 
 
5Johanes Basuki, Administrasi Publik Telaah Teoretis dan Empiris, (Depok, PT RajaGrafindo 
Persada, 2018), h. 142 
6Pandji Santosa, Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi Good Governance, (Bandung: 





persepsi konsumen seperti dikemukakan oleh Zaitamhl, Parasuraman & Berry, 
sebagai tingkat kesenjangan antara harapan-harapan atau keinginan-keinginan 
konsumen dengan kenyataan yang mereka alami. 
Gester  memetakan inisiatif kualitas untuk memberikan pelayanan. Ia 
menyatakan inisiatif untuk kualitas pelayanan adalah aktivitas-aktivitas pelayanan 
yang didesain untuk meningkatkan pelayanan dalam beberapa cara, secara eksplisit 
ke dalam kualitas yang utama atau tidak, datang dari berbagai kondisi dan bentuk, 
kadang-kadang meliputi sebuah strategi (strategy), kadang sebagai hasil (result) 
individual atau antusias dan nilai dari organisasi/kantor.7 
Pelayanan publik memberikan implikasi jangka panjang dalam 
penyelengaraan pemerintahan dan menjadi barometer terwujudnya pemerintahan 
yang baik.Pelayanan yang diberikan bersifat jangka panjang dan terus-menerus sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 
Menurut Safroni, bahwa ciri-ciri pelayanan birokrasi yang berkualitas adalah 
pelayanan yang bersifat anti birokrasi, distribusi pelayanan, desentralisasi dan 
berorientasi pada klien. Penekannya adalah dengan cara: (1) pemerintah menciptakan 
suasana kompetitif dalam pemberian pelayanan; (2) pemerintah berorientasi kepada 
kebutuhan pasar, bukan birokrasi; (3) pemerintah desentralisasi dan lebih proaktif.8 
Dambaan setiap masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 
adalah terciptanya efektivitas, efesiensi, adil dan transparan. Akan tetapi pada 
 
7Nurmah Semil, Pelayanan Prima Instansi Pemerintah, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 
h. 47 





prakteknya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses 
penyelenggaran pemerintahan di Indonesia. Pelanggaran tersebut pada akhirnya akan 
mengarah kepada malaadministrasi yang dilakukan oleh penyelanggara pelayanan 
publik, yang kemudian berdampak bagi kebutuhan hidup masyarakat sebagai warga 
negara. 
Munculnya permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan diikuti 
oleh berbagai kritikan dan aspirasi  masyarakat. Sebagai warga negara yang dijamin 
haknya oleh negara, masyarakat berhak dalam menuntut hak yang telah dilanggar. 
Banyaknya aspirasi masyarakat yang mengeluhkan tentang pelayanan publik 
menandakan ketidakpuasan masyarakat dalam proses penyelenggaraan yang sangat 
berbelit-belit dan lambat yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik. 
Memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud 
aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, 
bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.Akhirnya pada tanggal 
7 Oktober 2008 ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 
2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesiabahwa Ombudsman berwenang 
mengawasi penyelanggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh 
penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, 
BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya 





Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga independen 
yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan dalam 
prosespenyelenggaraan pelayanan publiksebenarnya memiliki sasaran pengawasan 
yang tertuju kepada masalah-masalah yang menimpa individu masyarakat. Sehingga 
kehadiran Ombudsman akansangat memberikan impact bagi masyarakat yang ingin 
mengadukan permasalahannya terkait dengan pelayanan publik. 
Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik 
dalam menjalankan tugasnya harus dapat menjalin kerjasama atau koordinasi dengan 
lembaga lain, menerima laporan dan keluhan serta dugaan terkait malaadministrasi 
dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan investigasi dan 
melakukan upaya pencegahan terjadinya malaadministrasi oleh penyeleggara 
pemerintah dalam hal pelayanan publik. 
Permasalahan terkait pelayanan publik yang kini semakin meluas di tengah-
tengah masyarakat adalah salah satu bentuk malaadministrasi yang dilakukan oleh 
aparatur pelanyanan publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai 
penyelenggara pelayanan publik.Malaadministrasi adalah suatu praktek yang 
menyimpang dari etika administrasi, atau suatu praktek yang menjauhkan dari 
pencapaian tujuan administrasi.9 
Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI, 
Malaadministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hokum, 
melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi 
 





wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hokum dalam 
penyelanggaraan pelayanan publik yang dilakukan olehPenyelenggara Negara dan 
Pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi 
masyarakat dan orang perseorangan.10Malaadministrasi dapat diukur dari sejauh 
mana prasyarat untuk penegakan demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi 
manusia terpenuhi oleh pejabat publik dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi 
pelayanan umum. 
Berbagai bentuk perbuatan yang termasuk malaadminisrasi yang paling umum 
adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, 
pengabaian kewajiban hokum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak 
professional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian 
hokum dan salah pengelolaan.11 
Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman dan tuntunan 
dalam segala aspek kehidupan manusia dalam melangsungkan kehidupannya baik 
dari aspek mu’amalah, sosial, politik, maupun aspek penegakan hukum dalam 
menyelesaikan permasalahan. Allah Subhanahu Wata’ala telah berfirman dalam Q.S. 
Al-Nisa (4): 58 tentang adil dalam menetapkan hukum yaitu:12 
 
 
10Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 
Indonesia 
11Hendra Nurtjahjo dkk, Memahami Malaadministrasi, (Jakarta: Ombudsman Republik 
Indonesia, 2013), h. 5 






َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاِت إِلَٰى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النهاِس أَْن تَْحُكُموا بِ  َ إِنه َّللاه ا اْلعَْدِل ۚ إِنه َّللاه نِِعمه
َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا   يَِعُظُكْم بِِه ۗ إِنه َّللاه
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 
Adapun dalam Q.S. An-Nisaa (4): 10513 
ِ ِلتَْحُكَم بَْيَن  َب بِٱْلَحق 
ُ ۚ َوََل تَُكن ل ِْلَخآئِنِيَن َخِصيما إِنهآ أَنَزْلنَآ إِلَْيَك ٱْلِكتَٰ ٱلنهاِس بَِمآ أََرٰىَك ٱَّلله  
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah 
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang 
yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” 
Selain ayat di atas, terdapat pula dalil tentang adil dalam Q.S. Al-Maidah (5): 
8 sebagai berikut:14 
اِمْينَ  ى اََله تَْعِدلُْوا ۗاِْعِدلُْوا ۗ  ٰيٓاَيَُّها الهِذْيَن ٰاَمنُْوا ُكْونُْوا قَوه
ِ ُشَهدَۤاَء بِاْلِقْسِط ۖ َوََل يَْجِرَمنهُكْم َشنَٰاُن قَْوٍم َعٰلٓ َّلِله
َ َخبِْير ٌۢ بَِما تَْعَملُْوَن  َ ۗاِنه َّللاه  ُهَو اَْقَرُب ِللتهْقٰوى ۖ َواتهقُوا َّللاه
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
 
13Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, PT. Sygma 
Examedia Arkanleema 







takwa.dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.” 
Berbicara tentang keadilan adalah berbicara tentang hakekat kehidupan, 
hakekat diri dan hakekat hukum.Untuk itu prasyarat agar keadilan bisa diwujudkan 
sebagaimana mestinya, maka manusia sebagai subyek hukum sekaligus obyek 
keadilan tentu saja harus benar-benar memahami hakekat kehidupan dan hakekat 
dirinya.Institusi yang memiliki kemampuan untuk membahas hakekat hidup manusia 
adalah “agama”.15 
Mengemban tugasnya sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik, 
Ombudsman telah memberikan harapan besar bagi masyarakat untuk menyelesaikan 
berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses pelayanan publik. Kini hadirnya 
Ombudsman sangat membantu masyarakat dalam mengadukan permasalahannya 
terkait malaadministrasi yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara pelayanan 
publik. 
Proses pengaduan atau laporan dugaan adanya malaadministrasi yang diterima 
oleh Ombudsman tersebut diselesaikan dengan beberapa cara yakni melalui mediasi, 
dan ajudikasi.  
Adapun dalam proses penyelesaian ganti rugi ketika terjadi sengketa publik, 
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dapat 
dilakukan dengan mediasi, dan Ajudikasi Khusus. 
 






Adanya tambahan dan perluasan kewenangan Ombudsman Republik 
Indonesia dalam hal Ajudikasi Khusus membuka peluang bagi masyarakat untuk 
mengajukan tuntutan ganti rugi apabila merasa tidak memperoleh pelayanan dari 
penyelenggara pelayanan publik, melalui Ombudsman sebagai 
Ajudikatornya.Sebagaimana mandat  dari Undang-Undang Pelayanan Publik yang 
memberi kewenangan kepada Ombudsman untuk melakukan Ajudikasi Khusus 
dalam penyelesaian ganti rugi yang diakibatkan oleh malaadministrasi sehingga 
terbitlah Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme dan Tata 
Cara Ajudikasi Khusus, yang dibentuk berdasarkan Pasal 50 ayat (7)  UUNomor 25 
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Pasal 39 Peraturan Ombudsman Nomor 
26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian 
Laporan. 
Kewenangan Ajudikasi Khusus tersebut telah membawa Ombudsman menjadi 
lembaga yang dapat bertindak sebagai badan peradilan yang kemudian menghasilkan 
suatu putusan seperti halnya lembaga peradilan, sehingga hal tersebut banyak 
menimbulkan perdebatan tentang kewenangan Ombudsman dalam memutus sengketa 
publik bahwa Ombudsman akan dipersamakan dengan lembaga peradilan lainnya.  
Bahkan ini akan menimbulkan kontradiksi antara Ombudsman dengan 
lembaga peradilan yang ada di Indonesia mengingat bahwa Ombudsman bukanlah 
merupakan suatu lembaga peradilan.Karena sebelumnya Ombudsman hanya 





“Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat dan saran yang disusun 
berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk 
dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.” 
Adapun Ajudikasi Khusus ini merupakan suatu proses hukum yang akan 
melahirkan suatu putusan hakim, mengingat bahwa Ombudsman bukanlah 
merupakan lembaga peradilan yang menjadi bagian dari kekuasan Yudikatif, hal ini 
akan menjadi kontroversi dalam dunia peradilan yang dapat menimbulkan 
persinggungan antara Ombudsman dan Lembaga Peradilan yang ada. 
Selain itu, bahwa kewenangan Ajudikasi Khusus Ombudsman ini akan 
melahirkan suatu putusan, maka timbul pula pertanyaan apakah putusan yang 
diterbitkan atau dikeluarkan oleh Ombudsman ini bersifat mengikat bagi para pihak 
yang bersengketa atau bagaimana status hukum dari putusan hakim melalui jalur 
Ajudikasi Khusus Ombudsman tersebut. 
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik mengkaji dan mengangkat 
judul “Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman Dalam Proses 
Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik Berdasarkan P.O Nomor 31 Tahun 
2018”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa 





1. Bagaimana Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman 
Berdasarkan P.O Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara 
Ajudikasi Khusus? 
2. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman 
Republik Indonesia Berdasarkan P.O Nomor 31 Tahun 2018 tentang 
Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini 
sebagai berikut: 
a. Untuk Mengetahui Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Ombudsman 
berdasarkan P.O Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara 
Ajudikasi Khusus. 
b. Untuk Mengetahui Upaya Hukum Terhadap Putusan Ajudikasi Khusus 
Ombudsman Republik Indonesia. 
2. KegunaanPenelitian 
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ada 2 diantaranya sebagai 
berikut: 
a. Kegunaan Teoritis 
Penelitian hukum ini secara teoritisberguna bagi perkembangan ilmu hukum, 





Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga independen yang berwenang 
sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik. 
b. Kegunaan Praktis 
Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi 
bagi: 
1) Bagi Ombudsman RI diharapkan bahwa sebagai lembaga negara yang 
bertugas dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman 
dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan menjadi 
lembaga yang mampu menjadi wadah bagi masyarakat dalam 
menyelesaikan permasalahan sengketa publik sesuai dengan wewenang 
tambahan yang diberikan oleh Undang-Undang yakni dalam memutus 
sengketa publik melalui Ajudikasi Khusus. 
2) Bagi Masyarakat agar terus mendukung Ombudsman dalam menjalankan 
tugasnya sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. 
3) Bagi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 
dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi 
mahasiswa/i dan setiap orang yang ingin mengetahui dan meneliti lebih 






4) Bagi Penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar. 
D. Pengertian Judul 
Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Khusus Oleh Ombudsman 
Berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 
Tentang Ajudikasi Khusus merupakan sebuah ide atau gagasan yang muncul 
berdasarkan kajian-kajian akademik, berita maupun kritik tentang kewenangan 
Ajudikasi Khusus yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia dalam 
menyelesaikan sengketa publik. 
Maksud dilakukannya legal research ini adalah untuk memberikan preskripsi 
dan mengkaji tentang bagaimana seharusnya kekuatan mengikat suatu putusan 
Ajudikasi Khusus dalam menyelesaikan sengketa pelayanan publik yang 
dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia  sebagai Lembaga Independen 
yang bertugas dan berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. 
E. Telaah Pustaka 
Penulis dalam hal ini telah melakukan pencarian terkait dengan judul 
penelitian ini untuk menghindari adanya kesamaan atau plagiasi terhadap penelitian 





Adapun beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian ini baik dari 
skripsi maupun jurnal yang mempunyai keterkaitan terhadap penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Skripsi dari Muh. Aly Akbar Huda dengan judul “Wewenang Ombudsman 
Republik Indonesia dalam Menjalankan Fungsi Ajudikasi Khusus (Analisis 
P.O Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi 
Khusus)”. Skripsi tersebut membahas dan mengkaji mengenai bagaimana 
kewenangan yang dimiliki Ombudsman dalam menjalankan Ajudikasi Khusus 
serta upaya hukum jika para pihak tidak puas dengan putusan Ajudikasi 
Khusus tersebut.   
2. Skripsi dari Dedi Yusuf Bahtiar dengan judul “Kekuatan Hukum 
Rekomendasi Ombudsman Pada Malaadministrasi Pelayanan Publik Dan 
Relevansinya Terhadap Teori Sistem Dalam Islam”. Dalam skripsi tersebut 
membahas tentang bagaimana kekuatan hukum dan aspek mengikat maupun 
aspek tidak mengikat rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman terkait 
malaadministrasi yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik. 
3. Jurnal karya Abi Ma’ruf Radjab dengan judul “Kekuatan Mengikat Putusan 
Ajudikasi Ombudsman Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pelayanan 
Publik”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana kekuatan mengikat putusan 
ajudikasi Ombudsman berdasarkan UU Pelayanan Publik, Undang-Undang 
Ombudsman serta peraturan pelaksanaannya. Serta bagaimana upaya hukum 





berujung pada penjatuhan sanksi administrasi dan publikasi. 
4. Jurnal karya Ahmad Rizqi Robbani Kaban dan Rasji S.H, M.H dengan judul 
“Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses 
Pemilu 2019”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana kekuatan mengikat 
putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dengan Sengketa Proses 
Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum serta membahas mengenai upaya hukum lebih lanjut apabila 
para pihak tidak menerima dan tidak puas atas putusan yang dikeluarkan oleh 
Bawaslu sebagai Lembaga yang diberi wewenang dalam menyelesaikan 
sengketa proses pemilu melalui Ajudikasi. 
F. Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat 
untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan.16 
Menurut Peter R. Senn metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui 
sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.17 
Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang metode yang 
dipergunakan dalam tahap-tahap penelitian yang meliputi: jenis 
penelitian,pendekatan, sumber data, dan lain-lain.18 
 
16Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke-2 (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 1998), h.46 
17Suteki, dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), 
cetakan ke-1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h.148 
18Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, 





1. Jenis Penelitian 
Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan 
(Legal Research) yang berbasis penelitian normatif yang berusaha mengkaji tentang 
norma atau aturan hukum yang mengatur tentang kekuatan mengikat putusan 
ajudikasi khusus oleh Ombudsman dalam menyelesaikan sengketa publik.  
Legal Research merupakan penelitian yang kajiannya dilakukan dengan 
menelusuri, menelaah, dan menganalisis literature atau sumber-sumber yang 
berkaitan dengan pokok pembahasan seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, maupun 
berita media baik media cetak maupun internet serta kritik para ahli yang terkait 
dengan objek penelitian ini. 
2. Pendekatan Penelitian 
Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam menggali fakta 
hukum demi mendapatkan informasi yang objektif. Dalam penelitian hukum dikenal 
lima macam pendekatan yakni pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, 
pendekatan historis, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. 19 
Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah 





19Zaenal Arifin, Metode Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2002), h. 47 
20Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: PT Kharisma Putra 





3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa data 
sekunder.Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data 
tersier.Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber data sebagai 
berikut: 
a. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan, adapun dalam penelitian ini sumber peraturan 
perundang-undangan yang digunakanyaitu: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 
Ombudsman Republik Indonesia. 
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik. 
4) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang 
Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus. 
b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang berasal dari sumber 
lainnya seperti buku-buku, jurnal, skripsi, artikel-artikel maupun berita yang 
berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. 
c. Data Tersier merupakan data yang bersumber dari kamus-kamus yang 





4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 
cara pustaka yang diambil dari data sekunder seperti buku, jurnal, skripsi dan lain-
lain serta melalui wawancara untuk memperoleh informasi tambahan jika diperlukan. 
Data sekunder mencakup buku,  hasil penelitian, dokumen yang berwujud laporan.21 
Sumber-sumber yang penulis dapatkan baik berupa buku, jurnal, artikel dan 
lain-lain kemudian dikumpulkan yang selanjutnya akan dilakukan analisis terkait 
pembahasan yang coba penulis teliti dalam penulisan ini. 
5. Teknik Analisis Data 
Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, 
yaitu usaha untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau 
kondisi hukum.22 
Penulis dalam penelitian ini menganalisis data dengan membaca beberapa 
sumber yang berkaitan dengan pembahasanyang berupa buku, jurnal, skripsi, 
termasuk artikel-artikel serta berita yang terkait dan berusaha mengkaji, menganalisis, 
memahami kemudian menuangkan hasil pemikiran dari hasil bacaan tersebut dalam 
bentuk Skripsi. 
 
21Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12 






TINJAUAN TENTANG KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI 
KHUSUS OMBUDSMAN DALAMPROSES PENYELESAIAN SENGKETA 
PELAYANAN PUBLIK 
A. Pelayanan Publik 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pelayanan” berarti cara 
melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan, serta 
kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.Sedangkan 
kata “publik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang banyak (umum) 
dan semua orang yang datang.1 
Secara etiologies,publicberasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yakni 
Pubes berarti kedewasaan secara pisik, emosional, maupun intelektual. Dalam 
perspektif Sosiologi dan Psikologi istilah Pubes sering kali disebut dalam tema lain 
yakni Puber. Tema puber kemudian diinterpretasikan sebagai tahapan kehidupan 
sosial dalam masa transisi dimana yang mulanya berorientasi pada diri sendiri 
menjadi memikirkan orang lain di luar dirinya. Dalam bahasa Yunani public sering 
dipadankan dengan istilah konon atau dalam bahasa Inggris dikenaldengan kata 
common yang bermakna hubungan antara individu.2 
 
1Kamus Besar Bahasa Indonesia 
2Ismail Nawawi, Public Policy Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek, (Surabaya: CV 





Publik seringkali dikonsepkan sebagai sebuah ruang yang berisi aktivitas 
manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau 
aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama.3Pelayanan publik merupakan 
suatu usaha dalam melayani dan membantu kebutuhan orang lain dengan memberi 
kemudahan kepada khalayak umum atau masyarakat baik berupa barang atau jasa 
yang dilakukan dari satu pihak kepada pihak yang lain. 
Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk 
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 
dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkunganBadan 
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.4 
Berdasarkan UU No 25 tentang Pelayanan Publik dijelaskan mengenai 
Pelayanan Publik yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara atas barang dan jasa. Pelayanan publik,  menurut Surjadi adalah segala bentuk 
kegiatan pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 
maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan.5 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 
adalahsuatu usaha atau kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada 
 
3Kristian Widya Wicaksono, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, Cetakan-1, 
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 27 
4Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 189 






masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasinya sebagai warga negara baik 
berupa barang atau jasa yang dilakukan penyelenggara negara atau pemerintah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap instansi penyelenggara negara, 
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 
kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang semata-mata untuk kegiatan 
pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang dan 
jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. 
Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan tentang 
tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum 
bagi masyarakat dengan aparat pemerintah dalam proses penyelenggaraan pelayanan 
publik, dimana dalam kepastian hukum tersebut diharapkan tercipta suatu pelayanan 
yang dapat memberi kemudahan, efisien dan efektif dalam pelaksanaannya. 
Selain itu, tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan keinginan 
masyarakat atau pelanggan pada umumnya.Adapun untuk mencapai hal ini 
diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 
masyarakat.Kualitas pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan 
kenyataan.Hakikat pelayanan publik pada dasarnya adalah pemberian pelayanan 
prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur pemerintah sebagai 
abdi masyarakat.6 
 





Dengan mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan, memberikan konsekuensi hukum kepada siapa yang 
memberikan pelayanan.Hak dan kewajiban masyarakat dan aparatur dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik menjadi koridor yang membatasi dan mengatur 
jalannya pelayanan publik tersebut.7 
Adapun pelayanan publik dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan 
organisasi yang menyelenggarakan yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
privat dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik. 
Bahwa untuk menilai kualitas pelayanan publik terdapat beberapa prinsip 
pokok yang harus dipahami oleh aparat birokrasi dalam aspek internal organisasi 
yaitu Prinsip Aksestabilitas, Prinsip Kontinuitas, Prinsip Teknikalitas, Prinsip 
Profitabilitas, dan Prinsip Akuntabilitas.Penyebab kegagalan dalam pelayanan publik 
dikarenakan birokrasi yang tidak menyadari terjadinya perubahan dan pergeseran 
budaya masyarakatnya dari budaya yang bersifat hierarkis, budaya yang bersifat  
individual, budaya yang bersifat fatalis dan budaya yang bersifat egaliter. 8 
Demi terwujudnya pelayanan prima maka harus tercipta pengawasan yang 
baik dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Cara pengawasan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dapat dirinci sebagai berikut:9 
 
7Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 53 
8Waters, Malcolm, Modern Sosiological Theory, Sage Publication, London, Thousand Oaks, 
New Delhi, 1994, h. 122 
9Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Cetakan-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 





a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melasanakan pengawasan ada 
dua yakni pengawasan intern dan pengawasan ekstern 
b. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya yakni pengawasan preventif dan 
pengawasan represif 
c. Pengawasan dari segi hukum 
Adapun unsur-unsur pelayanan publik yakni harus ada penyedia layanan, 
penerima layanan, jenis layanan yang digunakan, serta bagaimana kepuasan 
pelanggan atau penerima layanan dalam menerima layanan dari penyedia atau 
pemberi layanan.Dalam hal ini aparat penyelenggara merupakan penyedia layanan 
dan masyarakat sebagai penerima layanan. 
Hak masyarakat dalam pelayanan publik telah diatur secara jelas melalui Pasal 
18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu 
mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar 
pelayanan, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan, mendapat 
advokasi, perlindungan, dan pemenuhan pelayanan, memberitahukan kepada 
pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang 
diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan, memberitahukan kepada pelaksana 
untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan 
standar pelayanan, mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar 
pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan 
Ombudsman, mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar 





Ombudsman, mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan 
pelayanan. 
Sedangkan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik adalah mematuhi  
dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan, ikut 
menjaga terpeliharanya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan publik, berpartisipasi 
aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. 
2. Asas-asas Pelayanan Publik 
Pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan dengan asas-asas kepentingan 
umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, 
keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, 
keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 
ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 
3. Komponen Standar Pelayanan Publik 
Berikut terdapat beberapa komponen standar pelayanan publik yang baik 
yaitu:10 
a. Dasar hukum; 
b. Persyaratan; 
c. System, mekanisme, dan prosedur; 
d. Jangka waktu penyelesaian; 
e. Biaya/tariff; 
f. Produk pelayanan; 
 





g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 
h. Kompetensi pelaksana; 
i. Pengawasan internal; 
j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 
k. Jumlah pelaksana; 
l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 
sesuai dengan standar pelayanan; 
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayan dalam bentuk komitmen untuk 
memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; 
n. Evaluasi kinerja pelaksana. 
Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus mampu 
berperilaku sebagai berikut:11 
a. Adil dan tidak diskriminatif 
b. Cermat 
c. Santun dan ramah 
d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut 
e. Professional 
f. Tidak mempersulit 
g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar 
 





h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi 
penyelenggara 
i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan 
kepentingan 
k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik 
l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi 
permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat 
m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang 
dimiliki 
n. Sesuai dengan kepantasan dan 
o. Tidak menyimpang dari prosedur 
Hal ini dimaksudkan agar perilaku dari pelaksana tidak menghambat 
masyarakat dalam memperoleh hak-haknya.Para pelaksana yang tidak memberikan 
atau menghambat masyarakat dalam memperoleh haknya telah melakukan tindakan 
malaadministrasi. 
Konsep kualitas pelayanan mengandung banyak defenisi dan makna menurut 
Tjiptono, sebagai berikut:12 
 
12Asmawi Rewansyah, Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik, (Jakarta: CV Yusaintanas 





a. Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan konsumen; 
b. Kecocokan untuk pemakaian; 
c. Perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan; 
d. Bebas dari kerusakan atau cacat; 
e. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat; 
f. Melakukan sesuatu dengan benar sejak dari awal; 
g. Sesuatu yang membahagiakan pelanggan. 
Orientasi pelayanan merujuk pada seberapa banyak yang dimanfaatkan untuk 
penyelenggaran pelayanan publik.System pelayanan yang baik dapat dilihat dari 
besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif 
didayagunakan untuk melayani kepentingan penggunajasa.13 
Tujuan pelayanan publik semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang 
menerima pelayanan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik adalah terwujudnya 
batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan 
kewenangan seluruh pihak, system penyelenggaraan pelayanan yang sesuai asas-asas 
umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
serta terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 
 
 
13Agus Dwiyanto dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 






1. Pengertian Ombudsman 
An ombudsman is an official, appointed by an institution, whose job is to 
investigate complaints and either prevent disputes or facilitate their resolution within 
that institution. Method include investigating, publicizing, and recommending.14 
“Ombudsman adalah sebutan suatu badan atau institusi yang tugasnya 
menginvestigasi keberatan dan mencegah terjadinya sengketa para pihak atau 
memfasilitasi pemecahan masalahnya.Metode yang digunakan ombudsman 
adalah investigasi, publikasi, dan rekomendasi.” 
Ombudsman merupakan seorang pejabat publik yang diangkat untuk 
menginvestigasi kegiatan dari badan-badan pemerintah yang dapat merugikan hak-
hak dari individu. Unsur-unsur yang melekat dalam lembaga ombudsman adalah:15 
a. Ombudsman adalah seorang yang diangkat oleh parlemen yang tidak berpihak 
dan independen, biasanya diamanatkan oleh konstitusi dari negara tersebut 
yang akan mensupervisi administrasi pemerintahan negara. 
b. Ombudsman menampung keluhan-keluhan dari masyarakat berkenaan dengan 
administrasi pemerintahan yang tidak adil. 
c. Ombudsman mempunyai kewenangan untuk melakukan kritik, investigasi dan 
publikasi terhadap kegiatan administrasi pemerintahan, tetapi bukam untuk 
 
14Suyud Margono, ADR & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum), (Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2000 ), h. 27 






membatalkan atau menyatakan batal kegiatan tersebut. 
Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan 
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh 
penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, 
BUMD, dan BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari APBN atau APBD. Ombudsman bertugas merespon keputusan atau 
tindakan pejabat publik yang dinilai: 
a. Ganjil (inappropriate) 
b. Menyimpang (deviate) 
c. Sewenang-wenang (arbitrary) 
d. Melanggar ketentuan (Irregular/illegitimate) 
e. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) 
f. Keterlambatan yang tidak perlu (undue delay) 
g. Pelanggaran kepatutan (equity) 
Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan atau 
laporan oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.Selanjutnya, 
Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan oleh masyarakat apabila pengadu 
menghendaki penyelesaian tidak dilakukan oleh penyelenggara.Ombudsman wajib 
membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan 





Kewenangan Ombudsman tidak hanya tergantung dari keluhan atau complain 
dari masyarakat saja, melainkan Ombudsman mempunyai kewenangan dan dapat 
bertindak atas inisiatif sendiri dalam hal penegakan hukum dan keadilan oleh 
administrasi pemerintahan. 
Ombudsman dapat melakukan inspeksi dan supervise baik secara periodic 
ataupun secara mendadak kapan saja jika diperlukan, selain itu Ombudsman dapat 
melakukan hearing, interview, angket, observasi, dan lain-lain.16 
2. Sejarah Ombudsman Republik Indonesia 
Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya bernama Komisi Ombudsman 
Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 
Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 Ombudsman Republik Indonesia  adalah  lembaga 
negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 
pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara  dan 
pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum 
Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari APBNatau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.17 
Upaya pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia oleh pemerintah 
dimulai ketika Presiden B.J. Habibie pemimpin negara Indonesia, kemudian setelah 
 
16Munir Fuady, Arbitrase Nasional/Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti, 2000), h. 57 





memimpin dalam waktu yang singkat upaya pembentukan lembaga Ombudsman 
tersebut dilanjutkan oleh penggantinya yakni K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur). 
Pada masa pemerintahan Gusdur itulah disebut sebagai tonggak sejarah pembentukan 
lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Tampak pada saat itu pemerintah 
menyadari akan perlunya dibentuk lembaga Ombudsman melihat adanya tuntutan 
masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik 
kolusi, korupsi dan nepotisme serta penyelenggaraan negara yang baik sebagai 
perwujudan dari negara demokratis. 
Pada bulan Maret Tahun 2000, K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan 
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, 
sehingga mulai saat itulah Indonesia memasuki babak baru dalam system 
pengawasan. 
K. H. Abdurrahman Wahid membentuk Komisi Ombudsman Nasional dengan 
dua tujuan.Pertama adalah untuk membantu menciptakan dan/atau mengembangkan 
kondisi yang kondusif dalam proses pemberantasan KKN dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat. Kedua adalah demi meningkatkan perlindungan terhadap hak-
hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparat penyelenggara pelayanan 
publik. 
Dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 telah memperbanyak jumlah lembaga-





3. Tugas dan Fungsi Ombudsman 





d. tidak memihak; 
e. akuntabilitas; 
f. keseimbangan; 
g. keterbukaan; dan 
h. kerahasiaan. 
Ombudsman dalam UU No.37 Tahun 2008 Pasal 7 bertugas untuk menerima 
laporan atas dugaan malaadministrasi, memeriksa laporan, menindaklanjuti laporan 
sesuai dengan kewenangannya, melakukan investigasi, koordinasi, membangun 
jaringan kerja dan melakukan upaya pencegahan terjadinya malaadministarsi dalam 
proses penyelenggaraan pelayanan publik. 
C. Kekuatan Mengikat Putusan 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal dua macam putusan 
hakim yaitu putusan akhir dan putusan sela.18 
 
18S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, (Yogyakarta: 





Dalam kepustakaan Belanda dikenal dua istilah yaitu vonnis dan gewijde, 
dalam kepustakaan hukum Indonesia kedua istilah tersebut disebut dengan 
putusan.Vonnis adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap 
sehingga masih tersedia upaya hukum biasa, adapun gewijde merupakan putusan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga hanya tersedia upaya hukum 
khususatau dikenal dengan upaya hukum luar biasa.19Putusan menurut Kejaksaan 
Agung adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan 
dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan.20 
Menurut sifatnya putusan dibedakan menjadi tiga, yaitupertama putusan 
bersifat pembebanan yang menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi 
tertentu baik berbuat, memberi, atau tidak berbuat.Kedua, putusan yang bersifat 
pernyataan merupakan putusan yang menyatakan atau menegaskan suatu keadaan 
hukum yang telah ada.Ketiga, putusan yang bersifat menciptakan hukum baru, yaitu 
putusan yang membentuk atau menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum 
baru. 
Semua putusan pengadilan pada dasarnya harus memuat alasan-alasan 
putusan dijadikan dasar untuk mengadili.Alasan-alasan atau argumentasi 
dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap 
masyarakat sehingga mempunyai nilai objektif.21 
 
19Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 148 
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Suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan mengikat atau kekuatan hukum 
tetap apabila para pihak telah menerima apa yang telah diputuskan oleh hakim dan 
tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya. 
Mahkamah Agung Republik Indonesia  menetapkan bahwa putusan yang 
tidak lengkap, tidak disertai alasan atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi 
alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan. 
Putusan dalam  tingkat kasasi sebagai putusan tertinggi yang dijatuhkan oleh 
Mahkamah Agung dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum tetap atau 
kekuatan mengikat. 
Kepastian putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (in krcaht 
van gewijsde) merupakan asas umum bahwa apabila proses beracara di muka sidang 
pengadilan telah tercapai maksud atau tujuannya maka pemeriksaan ulang tindakan 
itu akan mempunyai akibat hukum (asas nebis in idem).22 
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TINJAUAN TENTANGUPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN 
AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN 
A. Sengketa Publik 
Tidak ditemukan pengertian Sengketa Pelayanan Publik secara eksplisit dalam 
pasal-pasal Undang-Undang Pelayanan Publik. Namun dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia terdapat pengertian sengketa yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan 
pendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara kecil yang dapat menimbulkan perkara 
besar, daerah yang menjadi rebutan, yang akhirnya dapat diselesaikan dengan baik, 
tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan. 
Sedangkan “publik” sendiri bermakna khalayak umum. Pengertian publik 
dalam rangkaian kata public policy memiliki tiga konotasi yaitu pemerintah, 
masyarakat, dan umum. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sengketa pelayanan 
publik merupakan sengketa yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat atau 
perbantahan atau pelanggaran (malaadministrasi) terkait dengan proses pelayanan 
yang diberikan oleh penyelenggara negara sebagai pemberi layanan kepada 
masyarakat sebagai penerima layanan. 
Penyelesaian sengketa pelayanan publik diatur dalam beberapa pasal yaitu 
Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.1 
 





“Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antara para pihak 
melalui bantuan, baik oleh Ombudsman sendiri maupun melalui mediator 
yang dibentuk oleh Ombudsman”. 
“Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antara para 
pihak yang diputus oleh Ombudsman”. 
Selain itu, telah diatur beberapa hal terkait penyelesaian sengketa melalui jalur 
ajudikasi pada Pasal 1 angka 5 sampai 11 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia 
Nomor: 002 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan 
sebagai berikut: 
Pasal 1 angka 5 
Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta dan ataupun informasi 
untuk ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau 
lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban malaadministrasi. 
Pasal 1 angka 6 
Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau Penduduk yang menyampaikan 
laporan kepada Ombudsman. 
Pasal 1 angka 7 
Terlapor adalah penyelenggara negara, pemerintah atau badan swasta serta 






Pasal 1 angka 11 
Ajudikasi oleh Ombudsman adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan 
publik antara para pihak yang diputus oleh Ombudsman. 
Pasal 46 ayat 4 
Tujuan ajudikasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan penyelesaian yang 
disepakati dan dapat diterima Pelapor dan Terlapor yang diputus oleh 
Ombudsman. 
Pada dasarnya sengketa publik merupakan sengketa yang timbul akibat 
adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penyelenggara pelayanan serta 
adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat sebagai penerima layanan. 
Para pihak dalam sengketa pelayanan publik adalah masyarakat sebagai yang 
mengadukan dan penyelenggara pelayanan publik sebagai yang diadukan.Sementara 
Ombudsman adalah salah satu lembaga yang dapat dipilih untuk menyelesaikan 
sengketa pelayanan publik. 
B. Ajudikasi Khusus Ombudsman 
Pencarian metode alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa 
adalah sesuatu yang urgen dalam masyarakat.Para ahli (nonhukum) banyak 
mengeluarkan energy dan inovasi untuk mengkreasikan berbagai bentuk penyelesaian 
sengketa (dispute resolution).Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal 





timbul.2Dalam proses penyelesaian sengketa dikenal beberapa cara yaitu mediasi, 
konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase, serta melalui jalur litigasi atau peradilan. 
1. Pengertian Ajudikasi 
Ajudikasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “Adjudication” yang diartikan 
sebagai: 
“Adjudication is the legal process by which an arbiter or judge reviews 
evidence and argumentation including legal reasoning forth by opposing 
parties or litigants to come to a decision which determines rights and 
obligations between the parties involved.” 
Ajudikasi (adjudication) merupakan sebuah cara yang digunakan untuk 
menyelesaikan sengketa atau konflik antara dua pihak dengan melibatkan pihak 
ketiga yang menjadi penengah dalam mencari jalan keluar serta menghasilkan 
keputusan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. 
Pengertian Ajudikasi dalam sosiologi adalah suatu upaya untuk mencapai 
kesepakatan melalui jalur peradilan apabila ada dua pihak silang pendapat dan 
masing-masing pihak tersebut bersikuku bahwa dialah yang paling benar. 
Kesepakatan ini bisa ditempuh melalui lembaga peradilan dan kemudian akan 
diputuskan dengan berbagai bukti dan alasan tertentu yang sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 
 
2Suyud Margono, ADR & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum), (Bogor: Ghalia 





Pengertian Ajudikasi berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan 
Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi 
Khusus adalah proses penyelesaian ganti rugi atas sengketa pelayanan publik yang 
diputus oleh Ombudsman Republik Indonesia. 
Ajudikasi publik memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-
nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan 
sengketa.Ajudikasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjamin suatu 
bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang baik secara eksplisit 
maupun implisit.3 
Ajudikasi dilakukan atau dipilih untuk menyelesaikan sengketa publik apabila 
penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah (mediasi dan konsiliasi) tidak lagi 
bisa menghasilkan jalan keluar atau pemecahan dan keputusan. Ajudikasi sering 
digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan persidangan dan tidak asing lagi 
digunakan dalam penyelesaian perkara. 
Ajudikasi berbeda dengan mediasi dan arbitrase, dimana pihak ketiga 
bertujuan untuk mengajukan pendapat atau keputusan.Para pihak yang menggunakan 
jalur ajudikasi sebagai jalur penyelesaian sengketa harus mengajukan bukti dan 
argumentasi terhadap tuntutan dan keinginan masing-masing mereka.Pihak ketiga 
(Ajudikator) dapat juga memberikan argumentasi dan pandangannya dalam 
memutuskan sengketa para pihak. 
 





2. Proses Ajudikasi 
Pembuat keputusan dalam ajudikasi adalah pihak ketiga yang tidak 
berhadapan langsung dengan para pihak yang bersengketa (disputansi). Pihak ketiga 
bisa berupa seorang individu atau sejumlah orang yang menangani dan memiliki 
otoritas untuk melahirkan keputusan yang dapat menyelesaikan sengketa dari para 
pihak.Keputusan yang berisi kewajiban atau bebas dari kewajiban, sepenuhnya 
menjadi kewenangan ajudikator dan posisi para pihak hanyalah sebagai pemohon 
keputusan. 
Ajudikatordalam  merumuskan keputusannya harus mampu menghadirkan 
sejumlah infromasi dan argumentasi yang dapat meyakinkan para pihak untuk 
menerima keputusan yang dibuat oleh ajudikator. Argumentasi ajudikator harus 
mampu dirasakan adil oleh para pihak yang bersengkata, sehingga mereka dapat 
menerimanya. 
Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi telah menempatkan ajudikator pada 
posisi superior dan para pihak bersengketa pada posisi inferior.Ajudikator sangat 
dominan dalam menawarkan pandangan dan argumentasi dalam menyelesaikan 
sengketa antara para pihak. 
Penekanan penting dalam proses ajudikasi adalah pengajuan fakta dan bukti 
dari masing-masing pihak kepada ajudikator, sehingga mampu memberikan  
pengaruh dalam pembuatan keputusan. Ajudikator dapat menyusun pertimbangan 





Keberadaan ajudikator dalam penyelesaian sengketa didasarkan pada 
legitimasi dan otoritas baik berupa otoritas sosial, politik maupun 
autokratik.Pemegang otoritas ini cenderung diasumsikan memiliki kemampuan 
menyelesaikan sengketa, mampu mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak, 
dan memiliki pola interaksi sosial politik yang netral.4 
3. Tahapan Sidang Ajudikasi 
Terdapat beberapa tahapan dalam proses ajudikasi yang saling berhubungan 
antara satu dengan yang lainnya. Mengacu pada pengertian ajudikasi, berikut 
beberapa tahapan sidang ajudikasi:5 
Pertama, tahap pemeriksaan awal dimana dalam tahap ini dilakukan 
pemeriksaan terkait dengan kewenangan pihak komisi, kedudukan hukum pemohon 
dan termohon, serta batas waktu pengajuan ajudikasi tersebut. 
Kedua, yakni proses pembuktian yang merupakan tahap dalam memeriksa 
bukti-bukti yang berkaitan dengan sengketa dan diajukan oleh para pihak yang 
bersengketa.  
Ketiga, pemeriksaan setempat yang melibatkan saksi ahli dan segala proses 
sebelum kesaksian dilakukan. Keempat, kesimpulan para pihak dimana ajudikator 
memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat untuk masing-masing 
memberikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis. 
 
4Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, 
(Jakarta:  Prenada Media Group, Cetakan-2, 2011), h. 18-20 
5https://pendidikan.co.id/pengertian-ajudikasi-contoh-beserta-tahapan-ajudikasinya/, diakses 





4. Ajudikasi Khusus 
Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 
menjelaskan tentang pengertian Ajudikasi Khusus yakni ajudikasi yang hanya terkait 
dengan penyelesaian ganti rugi dalam ketentuan ini dimaksudkan apabila tidak dapat 
diselesaikan dengan Mediasi dan Konsiliasi. 
Ajudikator adalah pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan permohonan 
ganti rugi dalam persidangan Ajudikasi Khusus.Persidangan ajudikasi khusus 
dilakukan dengan cepat, sederhana, independen, terbuka untuk umum dan tidak 
dipungut biaya. Adapun dalam Pasal 3 Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 
dijelaskan tujuan dari Persidangan Ajudikasi khusus sebagai berikut: 
a. Memastikan tanggung jawab Pemerintah memberikan pelayanan publik yang 
baik. 
b. Menjamin dan memastikan pemenuhan hak masyarakat dalam mengajukan 
penyelesaian ganti rugi. 
Tempat persidangan Ajudikasi Khusus dilakukan di Kantor Ombudsman, di 
Kantor Perwakilan atau di tempat lain yang dianggap netral dan memadai. Dalam 
keadaan tertentu, persidangan tersebut dapat dilakukan melalui teleconference. 
C. Upaya Hukum Pada Umumnya 
Istilah upaya hukum merupakan gabungan dari dua kata yaitu “upaya” dan 
“hukum” .kata “upaya” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti usaha, ikhtiar 
untuk mencapai maksud tertentu. Merujuk pada arti kata “upaya” tersebut, maka 





untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu.6 
Upaya hukum merupakan sarana yang disediakan oleh undang-undang kepada 
pihak-pihak yang bersengketa yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan 
tempatdimana perkara tersebut diadili atau upaya hukum oleh seseorang atau badan 
hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim. 
Terhadap putusan Pengadilan Negeri, para pihak yang merasa dirugikan atau 
dikalahkan oleh putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat mengajukan upaya 
hukum.Upaya hukum tersebut bagi para pihak yang mengajukan bermaksud supaya 
terhadapnya diberikan putusan yang memenangkan dirinya.Adapun upaya hukum 
yang dapat dilakukan yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.7 
1. Upaya Hukum Biasa 
a. Upaya Hukum Banding 
Upaya hukum banding merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak 
yang merasa dirugikan/kalah dengan adanya putusan Pengadilan Tingkat 
Pertama, guna pemeriksaan dalam tingkat kedua oleh Pengadilan Tingkat 
Atasan yang bersifat mengulangi seluruh pemeriksaan, baik mengenai fakta 
maupun penerapan hukumnya.8 Tenggang waktu untuk mengajukan upaya 
banding adalah 14 hari terhitung sejak putusan Pengadilan tingkat pertama 
 
6Ramiyanto, Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan 
Perkembangannya, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), h. 7 
7Ugo dan Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Cetakan-1, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 160 
8Ali Abdullah, Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-





diberitahukan secara sah kepada para pihak.Hakim dalam tingkat banding 
tidak mengabulkan lebih dari yang dituntut atau memutus hal yang tidak 
dituntut.9 
b. Upaya Hukum Kasasi 
Upaya hukum kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang 
merasa dirugikan/dikalahkan oleh putusan Pengadilan Tinggi atau pengadilan 
terakhir di bawah Mahkamah Agung. Permohonan kasasi diajukan kepada 
Mahkamah Agung melalui pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat 
pertama dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan Pengadilan 
Tinggi diberitahukan secara sah kepada para pihak.Putusan oleh Mahkamah 
Agung mempunyai kekuatan hukum tetap/final (in kracht van gewisjde) yang 
tidak dapat diadakan upaya hukum lagi. 
2. Upaya Hukum Luar Biasa 
Yang termasuk dalam upaya hukum luar biasa ini adalah Peninjauan Kembali 
(PK).Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir 
yang telah berkekuatan hukum tetap (in krcaht van gewijsde) yang diajukan kepada 
Mahkamah Agung.Peninjauan kembali tidak dapat menangguhkan pelaksanaan 
putusan pengadilan atau eksekusi. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali 
dalam proses perkara, alasan-alasan yang dapat diajukan PK diatur dalam Pasal 67 
Undang-Undang Mahkamah Agung. 
 







ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT DAN UPAYA HUKUM AJUDIKASI 
KHUSUS OMBUDSMAN 
 
A. Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman 
Adanya kebutuhan masyarakat akan sebuah kedamaian dan ketenangan 
mensyaratkan kekuatan mengikat sebuah kaidah hukum yang berlaku di negara 
mereka hidup, yang tujuan utamanya untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakatnya.Adapun untuk mewujudkan kesejahteraan yang dimaksud maka 
masyarakat harus menaati hukum tersebut sebagai suatu aturan yang 
berlaku.Kekuatan mengikat sebuah kaidah hukum tidak semata-mata dilihat dari 
kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi bisa juga karena alasan kesusilaan atau 
kepercayaan. Berikut 3 landasan suatu produk hukum memiliki kekuatan mengikat:1 
1. Landasan Filosofis 
Landasan filosofis ini merupakan cita-cita dan pandangan hidup suatu bangsa, 
suatu produk hukum yang mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau 
norma-normanya mendapatkan pembenaran dan dikaji secara filosofis. 
2. Landasan Yuridis 
Suatu produk hukum yang mempunyai landasan yuridis apabila dibuat atas 
dasar ketentuan-ketentuan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. 
 






3. Landasan Sosiologis 
Ketentuan-ketentuan dalam suatu produk hukum harus sesuai dengan 
keyakinan umum dan kesadaran masyarakat dengan harapan dapat diterima dan 
dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. 
Melihat penjelasan di atas terkait kekuatan mengikat suatu produk hukum 
yang ditinjau dari tiga landasan tersebut, maka jika membahas kewenangan ajudikasi 
khusus yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam menyelesaikan 
sengketa publik dalam hal ganti rugi akibat malaadministrasi oleh penyelenggara 
pelayanan publik, penulis berusaha menganalisis aturan atau norma yang mengatur 
tentang kewenangan Ombudsman dalam hal Ajudikasi Khusus tersebut. 
Kemunculan Ombudsman sebagai lembaga independen yang bertugas dan 
berwenang dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik telah memberikan 
harapan bagi masyarakat akan terwujudnya pemerintahan yang baik (good 
governance) di Indonesia. Sehingga seiring berjalannya waktu dan munculnya 
berbagai permasalahan dibidang pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat, kini 
Ombudsman tidak hanya berwenang dalam memberikan Rekomendasi dan Mediasi 
terhadap terjadinya sengketa publik, tetapi Ombudsman telah diberi kewenangan oleh 
undang-undang untuk melakukan Ajudikasi dalam proses penyelesaian sengketa 
publik. Oleh karena itu dibentuklah Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 
tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus untuk melaksanakan Pasal 50 
ayat (7) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 39 





Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.Adapun pengertian Ajudikasi dan Ajudikasi 
Khusus dalam P.O No.31 Tahun 2018 yaitu: 
“Ajudikasi adalah proses penyelesaian ganti rugi atas sengketa pelayanan 
publik yang diputus oleh Ombudsman” 
“Ajudikasi Khusus adalah ajudikasi yang hanya terkait dengan penyelesaian 
ganti rugi.Penyelesaian ganti rugi dalam ketentuan ini dimaksudkan apabila 
tidak dapat diselesaikan dengan Mediasi dan Konsiliasi.” 
Ganti rugi yang dimaksud adalah ketika dalam proses penyelenggaraan 
pelayanan publik terjadi malaadministrasi oleh penyelenggara yang menimbulkan 
kerugian bagi masyarakat, maka masyarakat berhak mengajukan tuntutan ganti rugi 
atas kerugian yang dialami kepada Ombudsman untuk memperoleh keputusan. Akan 
tetapi, yang menjadi hambatan mengapa sampai saat ini sejak peraturan Ombudsman 
ini dibentuk belum ada masyarakat yang mengajukan tuntutan terhadap ganti rugi 
tersebut alasannya karena belum ada peraturan Presiden yang mengatur ketentuan 
tentang pembayaran ganti rugi. 
Telah berlalu 10 tahun sejak dibentuknya Undang-Undang Pelayanan Publik, 
namun hingga kini presiden belum juga membuat peraturan terkait pembayaran ganti 
rugi, sehingga ketika Ombudsman nantinya memutus sengketa ganti rugi melalui 
Ajudikasi Khusus tersebut, tidak ada landasan hukum yang mendukung ataupun 
menjelaskan mengenai pemberlakuan ganti rugi ketika terjadi sengketa publik antara 






Namun, hal yang perlu dipahami bahwa alasan pemberian kewenangan 
Ajudikasi ini karena adanya perintah Undang-Undang yang mesti dilaksanakan dan 
didukung pemberlakuannya.Meskipun dengan adanya kewenangan tersebut justru 
menimbulkan banyak perdebatan dikalangan pakar hukum administrasi yang 
menganggap bahwa kewenangan Ajudikasi Khusus tersebut tidak dibutuhkan oleh 
Ombudsman mengingat tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas 
penyelenggara pelayanan publik bukan sebagai lembaga penegak hukum. 
Wakil ketua Ombudsman (periode 2000-20011) Prof. Sunaryati Hartono 
menyampaikan sejak awal keberatan tentang kewenangan Ajudikasi Khusus  
Ombudsman itu. Menurutnya dengan kondisi pelayanan publik di negara ini, tugas 
dan kewenangan Ombudsman yang diberikan oleh undang-undang sudah cukup 
berat, oleh karena itu tidak perlu ditambah kewenangan Ajudikasi Khusus kepada 
Ombudsman melihat bahwa tidak satupun Ombudsman di dunia yang memiliki 
kewenangan Ajudikasi Khusus.2 
Berbagai kritikan maupun saran oleh para pakar terkait ajudikasi khusus 
tersebut tidak menyurutkan langkah Ombudsman untuk tetap melaksanakan perintah 
dari Undang-Undang Pelayanan Publik, langkah yang diambil oleh Ombudsman 
semata-mata demi mempersiapkan adanya kemungkinan perbedaan pendapat atau 
antisipasi terhadap Peraturan Presiden yang sedang disusun oleh pemerintah 
mengenai pemberlakuan ganti rugi, meskipun hingga saat ini nasib perpres yang 
 
2Artikel oleh Dominikus Dalu Sogen, Ajudikasi Khusus Ombudsman Vs Komitmen Pelayanan 





disusun sejak 2011 lalu itu belum jelas adanya. 
Sebelumnya Ombudsman telah menggelar uji publik terkait rancangan 
Ajudikasi Khusus pada tahun 2015, Petrus Komisioner Bidang Penyelesaian Laporan 
mengatakan bahwa Ajudikasi Khusus ini membuka peluang bagi masyarakat untuk 
menuntut ganti rugi kepada pihak yang memberi layanan melalui Ombudsman 
sebagai Ajudikatornya. Disisi lain, Muhammad Imanuddin selaku Asisten Deputi 
Layanan Publik mengatakan bahwa besaran ganti rugi harus dengan batasan yang 
jelas. 
Sementara itu, Khairul Fahmi selaku Dosen di Universitas Andalas 
menegaskan seharusnya kriteria warga yang akan mengadukan laporan untuk 
melakukan Ajudikasi Khusus harus ada kejelasan, karena dikhawatirkan semua 
permasalahan akan masuk Ajudikasi Khusus. 
Dalam Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018 ini tidak dijelaskan terkait 
kriteria warga yang berhak mengajukan laporan tuntutan ganti rugi, akan tetapi dalam 
Pasal 4 ayat (1) dijelaskan terkait syarat-syarat permohonan Ajudikasi 
Khusus.Permohonan Ajudikasi Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:3 
a. Pelapor atau yang berhak mewakili pelapor 
b. Disampaikan secara tertulis 
c. Ditujukan kepada Ketua Ombudsman atau Kepala Perwakilan Ombudsman 
d. Permohonan Ajudikasi Khusus dapat diajukan dalam waktu 90 (sembilan 
 






puluh) hari sejak pelapor menerima surat pemberitahuan bahwa Laporan 
Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) telah disampaikan kepada tim resolusi dan 
sebelum diterbitkannya rekomendasi 
e. Permohonan ditandatangani Pelapor dan/atau yang mewakili pelapor 
f. Melampirkan salinan ringkasan LAHP dan uraian kerugian dan telah 
ditemukannya malaadministrasi 
g. Melampirkan salinan dokumen pendukung yang dianggap perlu 
h. Subtansi permohonan tidak sedang atau telah menjadi objek pemeriksaan 
pengadilan 
i. Subtansi permohonan Ajudikasi Khusus yang menimbulkan kerugian materiil 
dan/atau immateriil secara langsung terhadap Pelapor. 
Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) di atas, dapat disimpulkan bahwa 
untuk mengajukan permohonan Ajudikasi Khusus harus melalui tahap pemeriksaan 
terlebih dahulu oleh pihak Ombudsman baik dalam hal pemeriksaan berkas maupun 
pemeriksaan lapangan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jika dalam pemeriksaan tersebut 
Ombudsman menemukan adanya malaadministrasi yang dilakukan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagai pemberi layanan dan ditemukan kerugian 
terhadap pelapor, maka Ombudsman berhak mengeluarkan Rekomendasi. 
Akan tetapi, sebelum dikeluarkan atau diterbitkan rekomendasi oleh 





untuk dilakukan Ajudikasi Khusus. Mengajukan Ajudikasi Khusus tidak serta-merta 
Pelapor mengajukan laporan semata, akan tetapi prosedur sebelum diajukannya 
Ajudikasi Khusus tersebut cukup sulit karena melalui beberapa prosedur pemeriksaan 
oleh Ombudsman. 
Selain itu, subtansi permohonan yang diajukan tidak sedang atau telah 
menjadi objek pemeriksaan pengadilan artinya permohonan yang diajukan untuk 
Ajudikasi Khusus bukan merupakan kasus atau perkara yang sebelumnya telah 
diperiksa atau diadili oleh suatu Pengadilan sebagaimana yang telah disebutkan Pasal 
4 ayat (1) huruf h tersebut di atas. 
Sebelum permohonan ganti rugi dilakukan melalui proses Ajudikasi Khusus 
terlebih dahulu harus diselesaikan melalui Konsiliasi dan Mediasi untuk 
mendamaikan kedua belah pihak. Penjelasan terkait konsiliasi dan mediasi diatur 
dalam Pasal 1 angka (12 dan 13) Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018 sebagai 
berikut: 
“Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik untuk 
mencari perdamaian di luar pengadilan oleh Konsiliator melalui usulan 
kerangka penyelesaian namun usulan keputusan tersebut sifatnya tidak 
mengikat.” 
“Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antara para pihak 
melalui bantuan, baik oleh Ombudsman sendiri maupun melalui mediator 





Jika dalam proses penyelesaian melalui konsiliasi dan mediasi tidak tercapai 
atau tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka sengketa tersebut 
diselesaikan dengan Ajudikasi Khusus. Penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi 
Khusus ini dilakukan oleh Ajudikator yang dibentuk sendiri oleh Ombudsman dalam 
hal ini dilaksanakan oleh Bidang Keasistenan Resolusi dan Monitoring dan Unit Tata 
Usaha. Pasal 1 Ketentuan Umum menjelaskan Keasistenan Resolusi dan Monitoring 
adalah keasistenan yang bertugas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan proses 
konsiliasi, mediasi, Ajudikasi Khusus dan/atau rekomendasi terhadap permohonan 
ganti rugi. Sedangkan, Unit Tata Usaha adalah unit yang bertugas menyelenggarakan 
kegiatan menghimpun, mengadakan, mencatat, menggandakan, menyimpan serta 
mengirim berbagai data informasi dalam Ajudikasi Khusus. 
Persidangan Ajudikasi Khusus dilakukan dengan cepat, sederhana, 
independen, terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Adapun tujuan dari 
Ajudikasi Khusus ini dijelaskan dalam Pasal 3 PO No. 31 Tahun 2018 yaitu untuk 
memastikan tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik 
serta menjamin dan memastikan pemenuhan hak masyarakat dalam mengajukan 
penyelesaian ganti rugi. 
Mekanisme Ajudikasi Khusus ini diawali dengan diajukannya permohonan 
oleh warga sebagai Pelapor sesuai dengan syarat permohonan yang telah penulis 
sampaikan diawal. Setelah permohonan memenuhi syarat dan dinyatakan dapat 
diproses maka Unit Tata Usaha memproses secara administrasi penyelenggaraan 





dalam buku register Ajudikasi Khusus kemudian Keasistenan Resolusi dan 
Monitoring melakukan telaah terhadap permohonan, selanjutnya Unit Tata Usaha 
memberitahukan hasil telaah secara tertulis kepada Pelapor paling lama empat belas 
hari sejak permohonan diterima. Jika dalam hasil pemeriksaan permohonan 
dinyatakan belum lengkap, Pelapor wajib melengkapi permohonannya dalam waktu 
30 hari sejak menerima surat pemberitahuan dari Ombudsman, dan apabila dalam 
waktu tersebut Pelapor tidak melengkapi permohonan, maka Pelapor dianggap 
mencabut permohonannya. 
Ajudikator dalam menjalankan tugasnya berwenang mengatur jalannya 
persidangan, meminta keterangan dan/atau salinan dokumen kepada Pelapor dan 
Terlapor serta Saksi dan Ahli, memerintah kepada Saksi dan Ahli serta penerjemah 
mengucapkan sumpah sebelum memberikan kesaksian, menjaga tata tertib 
persidangan, mengeluarkan para pihak yang melanggar tata tertib dari ruang 
persidangan, menentukan permohonan Ajudikasi Khusus, memutus permohonan dan 
menandatangani putusan Ajudikasi Khusus. 
Setelah melalui mekanisme sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan 
Ombudsman tersebut, maka tata cara persidangan dalam Ajudikasi Khusus juga 
diatur dalam Pasal 16 PO No. 31 Tahun 2018 sebagai berikut: 
(1) Tempat dilakukannya persidangan Ajudikasi Khusus adalah di Kantor 
Ombudsman, di Kantor Perwakilan atau di tempat lain yang dianggap netral 
dan memadai. 





(3) Ajudikator membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum 
dan memeriksa identitas para pihak dan/atau kuasanya 
(4) Ajudikator memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi 
(5) Ajudikator melaksanakan dan menetapkan hasil mediasi apabila para pihak 
telah bersepakat mengenai penyelesaian ganti rugi 
(6) Ajudikator melanjutkan tahapan persidangan ketika para pihak tidak 
bersepakat 
(7) Ajudikator memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk menyampaikan 
permohonan secara jelas dan ringkas 
(8) Ajudikator memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan 
tanggapan atas permohonan Pelapor secara jelas dan ringkas 
(9) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan saksi dan/atau ahli pada persidangan 
dengan persetujuan Ajudikator 
(10) Ajudikator mengambil sumpah dari Pelapor, Terlapor dan Saksi sebelum 
memberikan keterangan. 
Sektretaris menyampaikan berita acara pencatatan persidangan kepada 
Ajudikator paling lama 3 hari setelah persidangan selesai, berita acara pencatatan 
persidangan tersebut memuat: 
a. Nomor registrasi 
b. Hari, tanggal, bulan dan tahun pemeriksaan 
c. Tempat persidangan 





e. Para pihak dan/atau kuasanya yang hadir 
f. Keterangan saksi dan ahli serta tanggapan para pihak 
g. Bukti pendukung 
h. Agenda pemeriksaan lanjutan 
i. Keterangan lain yang diperlukan 
j. Unit Tata Usaha merekam secara elektronik seluruh proses persidangan. 
Pemeriksaan Ajudikasi Khusus dilakukan dengan mendegarkan dan/atau 
mengkonfirmasi keterangan Pelapor dan Terlapor, mendegarkan keterangan saksi dan 
keterangan ahli; meminta, mendapatkan dan memeriksa surat, dokumen atau alat 
bukti lain; melakukan pemeriksaan setempat terhadap pelanggaran pelayanan publik 
jika diperlukan.Dalam penentuan besaran ganti rugi, Ajudikator menentukan 
berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan. 
Setelah membaca dan  memahami mekanisme dan tata cara Ajudikasi Khusus 
yang telah dijelaskan di atas, perlu kita ketahui dan pahami bahwa dalam proses 
penyelesaian sengketa publik itu dapat ditempuh melalui beberapa jalan sesuai yang 
diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik ada 3 jalan yang dapat ditempuh 
yaitu: 
a. Dilakukan di dalam dan oleh penyelenggara pelayanan publik itu sendiri 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengambil bentuk 
upaya administrative (Administratief Beroep) secara berjenjang berupa 





b. Menempuh proses penyelesaian sengketa melalui Ombudsman dengan bentuk 
Mediasi dan/atau Ajudikasi. 
c. Jika pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha 
negara maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha 
Negara. 
Penyelesaian sengketa pelayanan publik melalui Ajudikasi oleh Ombudsman 
ini hanya merupakan salah satu jalan dari beberapa kemungkinan penyelesaian 
sengketa publik. Kewenangan Ajudikasi Khusus Ombudsman ini adalah perluasan 
kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Ombudsman demi terwujudnya 
cita-cita akan penyelenggaraan pelayanan yang baik. 
Hingga saat ini, laporan atau permohonan ganti rugi yang dikeluhkan atau 
disampaikan oleh masyarakat belum ada yang sampai pada tahap Ajudikasi Khusus 
tersebut, sehingga kewenangan Ombudsman dalam Ajudikasi Khusus ini sama sekali 
belum terlaksana sejak hampir 2 tahun dibentuknya Peraturan Ombudsman No. 31 
Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus.  
Pada awal pembahasan ini, penulis telah menjelaskan kekuatan mengikat 
suatu kaidah hukum yang didasari atas tiga landasan yakni landasan filosofis, 
landasan yuridis dan landasan sosiologis.Jika dikaitkan dengan pembahasan 
mengenai kekuatan mengikat putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman berdasarkan 
Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018. Meskipun landasan yuridis dibuatnya 





Pasal 50 ayat (5 dan 7) sebagai berikut:4 
“dalam hal penyelesaian  ganti rugi, Ombudsman dapat melakukan mediasi, 
konsiliasi, dan ajudikasi khusus” 
 “dalam melaksanakan Ajudikasi Khusus tersebut, mekanisme dan tata 
caranya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Ombudsman” 
Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (8) disebutkan bahwa mekanisme dan 
ketentuan pembayaran ganti rugi yang dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan 
presiden, dan nyatanya Perpres tersebut hingga kini belum ada kejelasan.Sehingga 
putusann Ombudsman belum dapat dikatakan memiliki kekuatan yang mengikat. 
Selain itu, Peraturan Ombudsman ini merupakan suatu kaidah hukum yang bisa 
dikatakan belum memiliki kekuatan yang pasti karena pembuatan peraturan tersebut 
tidak  mengandung landasan filosofis dan landasan sosiologis yang jelas. 
Jika sebelumnya Ombudsman dalam memberikan Rekomendasi hanya 
bersifat saran yang mengikat secara moral (moral binding) lain halnya Ajudikasi 
Khusus yang tidak hanya mengikat secara moral tetapi putusannya yang bersifat final 
dan mengikat sebagaimana penjelasanPeraturan Ombudsman No. 31 Tahun 
2018dalam Pasal  25 menegaskan bahwa putusan Ajudikasi Khusus yang diputus 
Ombudsman bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Terlapor.Adapun 
dalam Pasal 23 yang disebutkan bahwa putusan Ajudikasi Khusus dapat berupa 
menolak, mengabulkan atau mengabulkan sebagian. 
 





Disisi lain, Rachmadi Usman dalam bukunya menggambarkan karakteristik 
Ajudikasi, Arbitrase dan Mediasi sebagai berikut: 
Tabel I 
Perbedaan Karakteristik Ajudikasi, Arbitrase dan Mediasi5 
NO KARAKTERISTIK ARBITRASE MEDIASI AJUDIKASI 
1 
Sukarela atau Tidak 
Sukarela 





























Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 25 Peraturan Ombudsman dan 
Karakteristik yang dijelaskan oleh Rachmadi Usman di atas dapat disimpulkan bahwa 
Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman bersifat final dan mengikatjika putusan 
tersebut disetujui oleh Pelapor untuk diberlakukan. 
Melihat makna kalimat “wajib dilaksanakan oleh Terlapor” berarti putusan 
Ajudikasi tersebut hanya mengikat bagi pihak Terlapor saja, semestinya dalam Pasal 
25 harus dicantumkan kalimat “putusan Ajudikasi Khusus ini bersifat final dan  
mengikat bagi para pihak yang bersengketa serta wajib dilaksanakan oleh Terlapor.” 
 
5Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: Citra 






Pada kenyataannya Ombudsman bukanlah lembaga penegak hukum dan tidak 
memiliki daya penegakan hukum (Law Enforcement).Walaupun dalam rumusan pasal 
peraturan tersebut menyatakan putusan Ajudikasi Khusus itu bersifat mengikat. Akan 
tetapi, kekuatan mengikat putusan tersebut hampir sama dengan sifat rekomendasi 
yang terbitkan Ombudsman karena pelaksanan putusan Ajudikasi Khusus tersebut 
masih dilakukan monitoring oleh Ombudsman dengan maksud agar Terlapor 
melaksanakan putusan itu.Melihat bahwa posisi dari pihak yang bersengketa antara 
masyarakat sebagai Pelapor dan penyelenggara atau pemerintah sebagai Terlapor ini 
tidak sebanding atau tidak sederajat maka, pelaksanaan dari putusan akan susah 
dilaksanakan. 
Peranan hukum dalam konsep Islam ternyata hukum merupakan salah satu 
dari sekian banyak model untuk membangun masyarakat agar tidak menjurus atau 
terjerumus kedalam dunia kriminal atau berkubang dengan dosa. Menurut Pendapat 
seorang pemikir Islam Yusuf Qadrawi mengemukakan bahwa: “Islam bukanlah 
hukum dan perundang-undangan belaka, tetapi Islam adalah akidah yang menafsirkan 
kehidupan, ibadah yang mendidik jiwa, akhlak yang membersihkan kotoran hati, 
pemahaman yang menjernihkan persepsi, nilai-nilai yang mengangkat martabat 
manusia, dan etika yang memperindah kehidupan”. 
Sebelum sampai pada keputusan untuk penggunaan norma-norma hukumnya, 
Islam menyiapkan perangkat lainnya, karena ia bukanlah sebuah system yang kering 





dakwah, pengarahan (Taujih), pembinaan (Tarbiyah), dorongan (tarqib), sekaligus 
ancaman (tarhib).6 
 
B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman 
Upaya hukum di dalam Kamus hukum diartikan sebagai segala usaha untuk 
mencapai tujuan hukum benar-benar berjalan sebagaimana mestinya dan untuk 
mencegah adanya  kekeliruan atau kekhilafan dalam suatu putusan hakim.7 
Upaya hukumaditempuh apabila salah satu pihak merasa suatu putusan yang 
diterbitkan  tidak adil baginya atau merasa tidak puas dengan putusan tersebut, maka 
undang-undang memberikan hak untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut terhadap 
putusan yang dianggap tidak memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Upaya 
hukum merupakan upaya untuk memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.8 
Jikaberdasarkan pada hukum acara yang ada di Indonesia baik dalam hukum 
acara peradilan tata usaha negara, hukum acara perdata, maupun hukum acara pidana 
yang diadili dalam lingkup pengadilan. Dimana penyelesaiannya harus menurut tata 
cara formal yang diatur dalam hukum acara (due to process) serta memberi hak 
kepada para pihak untuk mempergunakan upaya hukum secara instansional.9 
Putusan hakim yang dirasa pihak bersengketa ada kekeliruan atau tidak 
memuaskan maka diberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan 
 
6Andi Safriani, “Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum”,Jurnal 
Jurisprudentie, Vol. 5,No. 2,(Desember 2018), h. 20 
7J.C.I. Simorangkir, et.al, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 382 
8Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2015), 
h. 135 
9Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet-1 





perlawanan atau upaya hukum sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh 
undang-undang dan jika lewat dari waktu yang ditentukan tidak dilakukan upaya 
hukum  maka putusan dengan sendirinya berkekuatan hukum tetap dan mengikat para 
pihak bersengketa. 
Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan penjelasan Pasal 25 Peraturan 
Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi 
Khusus terkait Pelaksanaan dan Monitoring Putusan Ajudikasi Khusus sebagai 
berikut: 
1. Putusan Ajudikasi Khusus bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan 
oleh Terlapor 
2. Putusan Ajudikasi Khusus dilaksanakan oleh Terlapor dalam waktu paling 
lama 60 hari sejak putusan diterima oleh Terlapor 
3. Putusan Ajudikasi Khusus akan disampaikan kepada Terlapor, Atasan 
Terlapor, DPR dan Presiden 
4. Ombudsman melaksanakan monitoring untuk memastikan pelaksanaan 
putusan Ajudikasi Khusus 
5. Penyelenggara pelayanan publik yang tidak melaksanakan putusan 
Ajudikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal di atas hanya menjelaskan bagaimana pelaksanaan putusan Ajudikasi 





Ombudsman sendiri untuk memastikan Terlapor melaksanakan putusan dan 
akandikenakan sanksi ketika putusan itu tidak dilaksanakan oleh Terlapor.  
Adapun dalam Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018 ini tidak ditemukan 
pasal ataupun penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kedua 
belah pihak jika putusan tersebut dirasa keliru ataupun tidak adil bagi pihak yang 
bersengketa. 
Pada praktiknya proses penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi di Indonesia 
belum banyak diterapkan. Adapun yang menerapkan Ajudikasi dalam penyelesaian 
sengketa adalah Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memiliki kewenangan melakukan Ajudikasi 
dalam penyelesaian sengketa proses  pemilu. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan 
dalam penyelesaian sengketa bisnis juga memiliki kewenangan Ajudikasi tersebut. 
Ajudikasi memiliki kemiripan dengan Arbitrase, namun bedanya putusan 
Ajudikasi tidak langsung berlaku seperti dalam putusan Arbitrase. Jika Pelapor setuju 
dengan hasil putusan Ajudikasi maka putusan tersebut dapat diberlakukan.Dalam 
Ajudikasi terdapat hak opsi bagi Pelapor (masyarakat) untuk setuju atau menolak 
putusan. Sedangkan, pihak  Terlapor (Aparat Penyelenggara) tidak memiliki opsi itu 
sehingga harus menerima hasil putusan Ajudikasi.10Ajudikasi ini tidak memberikan 
kebebasan atau kesempatan kepada kedua belah pihak melakukan upaya hukum akan 
tetapi hanya diberikan kepada masyarakat (Pelapor) yang menuntut haknya dalam 
 
10Serfianto Purnomo, Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 





pemberian ganti rugi oleh pihak penyelenggara (Terlapor). 
Hakikatnya Ajudikasi ini merupakan upaya perlindungan hukum kepada 
masyarakat demi terwujudnya cita-cita akan penyelenggaran pemerintahan yang baik 
dan sudah sepatutnya dalam Peraturan Ombudsman mengenai Ajudikasi Khusus ini 
harus menjelaskan secara detail mengenai proses penyelesaian sengketa publik dalam 
hal ganti rugi dimulai dari kriteria pelapor, kriteria atau jenis kerugian yang dialami, 
syarat permohonan, mekanisme dan tata caranya hingga bagaimana upaya yang dapat 
ditempuh oleh para pihak terkait putusan Ajudikasi Khusus tersebut. 
Proses penyelesaian sengketa pelayanan publik adalah bagian dari pengaduan 
atau laporan atas dugaan malaadministrasi dalam proses pelayanan publik. 
Mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh jika hasil putusan Ajudikasi Ombudsman 
tidak dilaksanakan oleh Terlapor maka langkah berikutnya memberitahukan kepada 
instansi atasannya, sanksi administrasi terhadap yang bersangkutan berupa teguran 
tertulis, pembebasan dari jabatan, penurunan gaji, penurunan pangkat/jabatan, dan 
pemberhentian tidak hormat. 
Upaya hukum tersebut hampir serupa dengan bentuk Administrative Beroep. 
Dalam hal Terlapor mengabaikan putusan Ajudikasi oleh Ombudsman danditemukan 
adanya perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, maka Pelapor dapat 
mengajukan ke muka Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Umum. 
Peraturan Ombudsman mengenai penyelesaian sengketa pelayanan publik 





lebih lanjut dan dijelaskan sedetail mungkin terkait hal yang belum diatur dalam 
peraturan tersebut khususnya hal mengenai besaran atau bentuk ganti rugi dan 
pemberlakuannya, serta upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan 
tersebut, agar dalam pemberlakuan atau pelaksanaan peraturan itu dapat berjalan 
dengan baik ketika nantinya Ombudsman melaksanakan kewenangan Ajudikasi 
Khusus dalam menyelesaikan sengketa pelayanan publik. 
Proses penyelesaian perkara tidak hanya sampai pada putusan hakim yang 
menangani perkara tersebut, namun masih dimungkinkan para pihak melakukan 
upaya hukum demi mendapat putusan yang seadil-adilnya bagi dirinya. Adapun islam 
mengenal beberapa prinsip dalam proses penyelesaian suatu perkara yaitu: 
1. Prinsip Keobjektifan, sebagaimana Ali menyampaikan bahwa Rasulullah 
Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda: “apabila dua orang meminta 
keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk 
orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar 
engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum”. 
2. Prinsip Ketepatan, seorang hakim dalam menangani suatu perkara harus 
dengan kesungguhannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 
Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bahwa apabila 
seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh 
kebenaran maka baginya dua pahala, apabila ia menghukum dan dengan 
kesungguhannya ia salah maka baginya satu pahala. 





aspek kehidupan. Nilai-nilai dan ajarannya akan membawa manusia kepada suatu 
keadaan yang tentram dan penuh dengan kebaikan, setiap apa yang kita lakukan 
dalam kehidupan ini yang berlandaskan ajaran islam akan membawa kita kepada 
tujuan hidup yang sebenarnya.   
Hukum Negara (dalam berbagai peraturan perundang-udangan) semakin 
tergerus nilai moralitas keadilannya, akibat ulah dari manusia yang menjadi subyek 
sekaligus objek hukum.Pada tataran ini juga hukum sejatinya harus direkonstruksi 
ulang agar menjadi nilai yang secara intrinsik menyatu dalam diri publik. Hukum 
bukan lagi sekedar konsep dan kaidah di atas kertas (law in the book) akan tetapi 
benar-benar menjelma sebagai dewi keadilan di dalam realitas (law in action) pada 
setiap relung-relung kehidupan masyarakat. Tentu dengan syarat bahwa peraturan 
hukum (peraturan perundang-undangan) yang diproduksi dalam setiap proses 
legislasi haruslah senantiasa mampu menangkap dan menampung nilai-nilai hukum 
(agama) yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena dari sisi keyakinan beragama 
dalam hal apa pun secara idealisme, masyarakat kita masih mempercayai dan 
berpegang teguh pada prinsip bahwa, ketika kita harus memilih hukum negara dengan 
hukum agama maka dapat dipastikan masyarakat masih akan memilih hukum-hukum 
agamanya untuk ditegakkan.11 
 
11Ahkam Jayadi,  “Peran Nilai-Nilai Religiositas Dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum 









1. Berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang 
Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus Pasal 25 bahwa putusan 
Ajudikasi Khusus bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh 
Terlapor. Akan tetapi, dalam pelaksanaan putusan tersebut Ombudsman 
masih melakukan monitoring serta menyampaikan putusan kepada Atasan 
Terlapor dengan tujuan agar putusan benar-benar dilaksanakan oleh 
Terlapor karena mengingat bahwa posisi kedua pihak bersengketa tersebut 
tidak sebanding atau sederajat. Sehingga meskipun putusan tersebut 
bersifat mengikat atau memiliki kekuatan mengikat namun pelaksanaan 
terhadap putusan tersebut terkadang dilanggar (diabaikan atau tidak 
dilaksanakan) oleh pihak penyelenggara atau pemerintah sebagai pihak 
terlapor yang tentunya memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan 
warga sebagai pelapor. 
2. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan 
Publik diuraikan bahwa penyelenggara yang  mengabaikan atau tidak 
melaksanakan putusan dan ditemukan adanya perbuatan melawan hukum  
dan/atau tindak pidana, dapat dilanjutkan pemrosesan ke lembaga peradilan 





Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 bahwa peraturan tersebut masih perlu 
dilakukan pengkajian lebih lanjut karena, tidak ditemukan pasal atau 
penjelasan terkait langkah atau upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh 
pihak yang bersengketa jika putusan tersebut terdapat kekeliruan atau 
dirasa tidak memuaskan. 
B. Saran 
1. Perlu segera diterbitkan Peraturan Presiden terkait ganti rugi yang timbul 
akibat malaadministrasi dalam proses pelayanan publik sebagai suatu 
aturan yang sah, yang akan menjadi dasar bagi Ombudsman dalam 
menjalankan kewenangan Ajudikasi Khusus tersebut. 
2. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap Peraturan Ombudsman 
tersebut mengenai upaya hukum termasuk penegasan mengenai 
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